
BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR             :    loo.3.3.2/Kep.1192     -Pem/2023
LAMPIRAN       :   3 (tiga) hapiran

TENTANG
DESK  PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT DAN
BUPATI/WAKIL BUPATI  CIREBON  SECARA  SERENTAK TAHUN 2024

DI  KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang     :     a.  bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 7 Ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 9 Tahun  2005
tentang   Pedoman   Bagi   Pemerintah   Daerah   Dalam
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah,    serta   untuk    memantau    dan    kelancaran
penyelenggaraan  Pemilihan  Gubemur/Wakil  Gubemur
Jawa Barat dan  Bupati/Wakil   Bupati  Cirebon  secara
serentak  Tahun   2024   di   Kabupaten   Cirebon,   perlu
dibentuk  Desk  Pemilihan  Gubemur/Wakil  Gubemur
Jawa Barat dan  Bupati/Wakil  Bupati   Cirebon  secara
serentak  Tahun 2024 di  Kabupaten Cirebon;

b.  bahwa  berdasarhan  pertiinbangan  sebagaj-  dirnaksud
dalam  huruf a,  perlu  menetapkan  Keputusan  Bupati
tentang Desk Pemilihan Gubemur/ Wakil Gubemur Jawa
Barat dan  Bupati/Wakil Bupati Cirebon secara serentak
Tahun 2024 di Kabupaten cirebon;    .'`

Mengingat            :     1.  Undang-Undang    Nomor     14    Tahun     1950    tentang
Pembentuhan Daerah-Daerah Kabupaten Dalan Lirngkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tanggal   8   Agustus   1950)   sebagaimana   telah   diubah
dengan  Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1968  tentang
Pembentukan  Kabupaten  Purwakarta  dan  Kabupaten
Subang  dengan  mengubah  Undang-Undang  Nomor  14
Tahun    1950   tentang   Pembentukan   Daerah-Daerah
Kabupaten  Dalam  Lingkungan  Propinsi  Djawa  Barat
(I+embaran   Negara  Republik  Indonesia     Tahun   1968
Nomor   31,   Tambahan   Lembaran    Negara   Republik
Indonesia Nomor 2851);



6.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah qjembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor   73,   Tanbahan   Lembaran    Negara   Republik
Indonesia Nomor 6041);

7.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2016  Nomor  114,  Tambahan  I,embaran  Negara
Republik  Indonesia   Nomor   5887)   sebagaimana   telah
diubah    dengan    Peraturan    Pemerintah    Nomor    72
Tahun    2019    tentang    Perubahan    atas    Peraturan
Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat
Daerah      (Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Tahun  2019  Nomor  187,  Tambahan  I+embaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

8.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 9  Tahun  2005
tentang   Pedoman    bagi    Pemerintah    Daerah   dalam
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

9.  Peraturan    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Nomor    12
Tahun    2016    tentang   Pembentukan   dan    Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana
telah   diubah   dengan   Peraturan   Daerah   Kabupaten
Cirebon  Nomor  1  Tahun 2021  tentang Perubahan Atas
Peraturan    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Nomor    12
Tahun   2016   tentang   Pembentukan   Dan   Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan  :        Surat   Sekretaris   Jenderal   Kementerian   Dalam   Negeri
Nomor    loo.2.7/2944/SJ   Tanggal   5   Juni   2023   Hal
Penjelasan Terkait Persiapan dan Dukungan Pelaksanaan
Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSEN :

Menetapkan
KESATU Desk Pemilihan Gubemur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan

Bupati/Wakil Bupati Cirebon secara serentak Tahun 2024 di
Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut Desk Pilkada,
dengan susunan keanggotaan, uraian tugas serta besaran
honorarium   sebagaimana  tercantum  dalam   Lampiran   I,
Lanpiran 11 dan Lanpiran Ill yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

:   Desk Hlkada sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
mempunyai     fugas     melakukan     koordinasi,     fasilitasi,
pemantauan, menanventarisasi dan mengrntisipasi permasalahan,
memberihan salon penyelesalan permasalahan dalam pelaksanaan
Pemilihan   Gubemur/Wakil   Gubemur   Jawa   Barat   dan
Bupati/Wakil Bupati Cirebon secara serentak Tahun 2024 di
Kabupaten  Cirebon  serta  melaporkan    informasi  kepada
Menteri Dalam Negeri  secara beljenjang mengenai pelaksanaan
Pemilihan   Gubemur/Wakil   Gubemur   Jawa   Barat   dan
Bupati/Wakil Bupati Cirebon   secara serentak Tahun 2024
di  Kabupaten Cirebon.

:    Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada
Diktum KEDUA, Desk Pilkada mempunyai fungsi:
a.   pelaksanaan  koordinasi  dengan  instansi  terkait  dalam

rangka   penyelenggaraan   Pemilihan   Gubemur/Wakil
Gubemur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon
secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon;

b.   memberikan   dukungan   fasilitasi   sesuai   kebutuhan,
kemampuan dan kewenangan daerah kepada penyelenggara
Pemilihan    Gubernur/Wakil    Gubernur   Jawa   Barat,
Bupati/Wahil Bupati Cirebon secara serentak Tahun 2024
di Kabupaten Cirebon;

c.   pemantauan kelancaran pelaksanaan kegiatan tahapan
Pemilihan  Gubemur/Wakil  Gubemur Jawa  Barat  dan
Bupati/Waldl Bupati Cirebon secara serentak Tahun 2024
di Kabupaten Cirebon;

d.   pemantauan  situasi/dinamika  politik  dan  keamanan
serta  menyusun  langkah-langkah  antisipatif   maupun
kebijakan yang responsif terhadap situasi sosial,  politik,
ketenteraman,       ketertiban       dan   keamanan   yang
berkembang  di  daerah,  menjelang,  selama  dan  pasca
Pemilihan   Gubemur/Wakil Gubemur Jawa Barat dan
Bupati/Waldl Bupati Cirebon secara serentak Tahun 2024
di Kabupaten  Cirebon; dan

e.   melaporkan  perlnasalahan  dan  perkembangan  kepada
Menteri   Dalam   Negeri   secara   beljenjang   mengenai
pelaksanaan Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur Jawa
Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon  secara serentak
Tahun 2024 di  Kabupaten Cirebon.



2.  Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang
Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana
telah     diubah     beberapa     kali,     terakhir     dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan     Pemerintah     Pengganti     Undang-Undang
Nomor   2   Tahun   2022   tentang   Cipta   Kelja   menjadi
Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6856) ;

3.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun  2014  Nomor  292,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5601) ;

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan    Pemerintahan    Pengganti    Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pernilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan
Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5588),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan    Pemerintahan    Pengganti    Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan    Pemerintahan    Pengganti    Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati,
danWalikotamenjadiUndang-Undangmenj.adiUndang-Undang
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2020
Nomor   193,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 6547) ;

5.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2005  tentang
Pehilihan,  Pengesahan  Pengangkatan  dan  Pemberhentian
Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  (Lembaran
Negara     Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  22,
Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 4480),  sebagaimana telah diubah beberapa kali,
teralchir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah
Nomor  6  Tahun  2005  tentang  Pemilihan,  Pengesahan
Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan
Wakil    Kepala   Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5344) ;



KEEMPAT           :   Pembiayaan   yang   diperlukan   untuk   pelaksanaan   Desk
Pilkada  sebagaimana dimaksud  pada  Diktum  KEDUA  dan
Diktum  KETIGA,  dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA               :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Padatanggal  8   Desember   2023

BUPATI CIREBON,

Tembusan:
1. Yth.  Gubemur Jawa Barat;
2.  Yth.  Ketua DPRD  Kabupaten  Cirebon.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

:    100.3.3.2/Kep.1192       -Pem/2023
:8   Desember   2023
:    DESK REMnHIAN GUBERNUR/WAKH, GUBERNUR

JAWA    BARAT    DAN    BUPAH/WAKH,    BUPAH
CIREBON  SECARA  SERENIAK  TAHUN  2024  DI
KABUPAThN CIREBON.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DESK  PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT DAN
BUPATI/WAKIL BUPATI  CIREBON  SECARA  SERENTAK TAHUN 2024

DI  KABUPATEN  CIREBON

Pengarah              :   Bupati cirebon.
Ketua                    :   Sekretaris Daerah Kabupaten cirebon.
WakilKetual       :   Asisten     Pemerintahan     dan     Kesejahteraan     Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
Wakil Ketua ll     :   Kepala  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten

Cirebon.

Sekretaris            :   Kepala Bagan  Pemerintahan  Sekretariat Daerah  Kabupaten
Ciretron.

Anggota                :   1.    Staf Ahli  Bidang  Hukum,  Politik  dan  Pemerintahan

Kabupaten Cirebon;
2.    Kepala satuan polisi pamong praja Kabupaten cirebon;
3.    Kepala  Dinas  Kependudukan  dan   Pencatatan   Sipil

Kabupaten Cirebon;
4.     Kfrla Iiras lfomLmhasi dan hformafflra lfal3upaten cifelrm;

5.    Kepala Dinas perhubungan Kabupaten cirebon;
6.     Kqula Badan Kfuangrn dan Asct Daerah lfabupa:ten Circhon;

7.    Kepala Badan perencanaan pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;

8.    Kepala   Bagian   Hukum   pada   Sekretariat   Daerah
Kabupaten Cirebon ;

9.    Kepala Bagian protokol dan Komunikasi pimpinan

pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
10.  Kepala Bagian Operasional Polres Kota Cirebon;

11.  Kepala    Sub    Bagian    Pembinaan    Operasi    Bagian
Operasional Polres Kota Cirebon;

12.  Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota;

13.  Kanit Resum Sat Reskrim Polres Cirebon Kota;



14.  Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0620

Kabupaten Cirebon ;
15.  Komandan  Unit  Intel  Komando  Distrik  Militer  0620

Kabupaten Cirebon;
16.  Jalasa F\mginal peda selri intelSen K5ari lfabxpaha cifebon;
17.  Kepala    Sub    Seksi    Penuntutan,    Eksekusi    dan

Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejari
Kabupaten Cirebon ;

18.  Para Camat se-Kabupaten Cirebon;
19.  Kepala  Bidang  Perlindungan  Maayarakat  dan  Sumber

Daya   Aparatur   Pada   Satuan   Polisi   Pamong   Praja
Kabupaten Cirebon;

20.  Kepala Bidang Ketertiban  Umum  dan  Ketenteraman
Masyarakat    pada    Satuan    Polisi    Pamong    Praja
Kabupaten Cirebon;

21.  Kepala  Bidang  Lalu  Iintas  dan  Angkutan  pada  Dines
Perhubungan Kabupaten Cirebon ;

22.  Kapala   Bidang   Pblitik   Dalam   Negeri   dan   Orgrnisasi

Kemaayarahafan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pbffik
Kfabupeten Cirehon;

23.  Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik   pada   Badan   Kesatuan   Bangsa   dan   PoELk
Kabupaten Cirebon;

24.  Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset
Dacrah Kabupaten Cirebon;

25.  Kepala  Bidang  Pengelolaan  Barang  Mi]ik  Daerah  pada

Badan Keuangan den Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
26.  Kepala  Bidang  Penelitian  dan  Pengembangan  pada

Badan   Perencanaan   Pembangunan,   Penelitian   dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;

27.  Analis    Kebijakan    Ahli    Muda    Subhoor   Administrasi

Pemerintahan  dan  lterja  Sama  pada  Badan  Pinerintahan
Selrfuriat Daenh lfabupaten Cifebon;

28.  Analis    Kebijakan    Ahli    Muda    Subhoor   Administiasi

REwilayahan  peda  Baedan  Finedntahan  Sekrefariat  Daenali

Kabupaten Ciiebon;



29.  Kepala Seksi Aplikasi  Keamanan dan  Persandian  pada
Bidang Statistik,  Persandian dan E-Government,  Dinas
Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Cirehon;

30.  Fhanata Kinputer Ahli Muda pada "nas Komunihasi dan
informalfa Kabupaten Cirebon;

31.  Pengndministrasi  Fhogram  dan   Keljasama  pada  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipfl Kabupaten Cirebon.

Sekretariat           :   1.    Analis lfehijahan Ahli Muda subhoor otonorni Daerch rna

BadanFininfahanSekrethatDaerahKabupatenCifehon;
2.    Pelaksana   pada   Bagian   Pemerintahan   Sekretariat

Daerah Kabupaten Cirebon( 2 0rang).

UENPAIlarREBon4



3.   Anggota  Desk  Pemilihan  Gubemur/Wakil  Gubemur  Jawa  Barat  dan
Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten
Cirebon melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

a.  Melakukan   pemantauan   pelaksanaan   Pemilihan   Gubemur/WakiJ
Gubemur  Jawa  Barat  dan  Bupati/Wakil  Bupati  Cirebon  Secara
Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon;

b.  Menginventarisasi  dan  mengantisipasi  permasalahan  yang  terkait
dengan  pelaksanaan     Pemilihan  Gubemur/Wakil  Gubemur  Jawa
Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024
di   Kabupaten cirebon;

c.  Memberikan   saran   dalam   penyelesaian   permasalahan   Pemilihan
Gubemur/Wakil  Gubemur  Jawa  Barat  dan  Bupati/Wakil  Bupati
Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten  Cirebon;  dan

d.  Melaporkan permasalahan dan perkembangan persiapan, pelaksanaan
dan  pasca  Pemilihan  Gubemur/Wakil    Gubemur  Jawa  Barat  dan
Bupati/Wakil   Bupati   Cirebon   Secara   Serentak   Tahun   2024   di
Kabupaten  Cirebon  secara beljenjang kepada  Menteri  Dalam  Negeri
melalui Gubernur.

4.   Sekretariat Desk Pemilihan Gubemur/Wakil Gubemur Jawa Barut dan
Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten
Cirebon melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

a.  Membantu pelaksanaan tugas sekretaris;
b.  Membantu menyiapkan bahan penyusunan kegiatan desk Pilkada;
c.  Membantu sekretaris untuk menyiapkan bahan, sarana dan prasarana

lainnya; dan
d.  Membantu sekretaris dalam mengumpulkan, mengelola dan menyusun

laporan pelaksanaan tugas Membantu sekretaris Desk Pilkada.
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LAMPIRAN 11 : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR           :    loo.3.3.2/Kep.1192 -Pem/2023
TANGGAL      :    8 Desember 2023
TENTANG      :    DESK PEMmEN GUBERNUR/WAIEL GUBERI\rvR

jAWA    BARAT    DAN    BupATI/wAlm,    BupATI
CIREBON  SECARA  SERENIAIC  TAHUN  2024  DI
KABUPATEN CIREBON.

URAIAN TUGAS
DESK  PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR  JAWA BARAT
DAN BupATt/WAEL BupATT  cmEBON  SECARA  SERENTAK TAHUN 2o24

DI KABUPATEN  CIREBON

1.  Ketua dan Wakil Ketua Desk Pemilihan Gubemur/Wakil Gubernur Jawa
Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di
Kabupaten Cirebon melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

a.  Mengkoordinasikan,   merencanakan,   dan   mempersiapkan   kegiatan
Desk FThada;

b.  Melaksanakan  koordinasi  dengan  seluruh  sfafoeho!der dalam  rangka
Pemilihan  Gubemur/Wakil  Gubemur Jawa  Barat  dan  Bupati/Wakil
Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun  2024 di Kabupaten Cirebon;

c.  Melaksanakan  pemantauan  dan  evaluasi  penyelenggaraan  Pemilihan
Gubemur/Wakil     Gubemur  Jawa  Barat  dan  Bupati/Wakil  Bupati
Cirebon Secara Serentak Tahun  2024 di Kabupaten Cirebon;

d.  Merumuskan     langkah-langkah     antisipatif     dalam     penanganan
permasalahan  Pemilihan  Gubemur/Wakil Gubemur Jawa Barat dan
Bupati/Wakil    Bupati    Cirebon    secara    serentak    Tahun  2024  di
Kabupaten Cirebon; dan

e.  Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil
Gubemur  Jawa   Barat   dan   Bupati/Wakil   Bupati   Cirebon   Secara
Serentak Tahun   2024 di Kabupaten Cirebon kepada Gubemur Jawa
Barat.

2.   Sekretaris  Desk Pemilihan  Gubemur/Wakil  Gubernur Jawa  Barat dan
Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten
Cirebon melaksanakan uraian  tugas sebagai berikut:

a.  Melaksanakan      tugas-tugas      kesekretariatan      Desk      Pemilihan
Gubemur/Wakil    Gubemur   Jawa  Barat   dan  Bupati/Wakil  Bupati
Cirebon Secara Serentak Tahun  2024 di Kabupaten Cirebon;

b.  Menginventarisasi, menampung, menghimpun dan menyusun laporan
yang disampaikan   oleh Desk Pemilihan   Gubemur/Wakil   Gubemur
Jawa Barat dan  Bupati/Wakil Bupati  Cirebon  Secara serentak Tahun
2024 di  Kabupaten  Cirebon.



LAMPIRAN Ill : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR
TANGGAL : 8L38.s3e.3b2e/rK2B.23192      -Pen/2023
TENTANG      :    DrsK REMmrEN GUBERNUR/WAKIL GUBENUR

JAWA    BARAT    DAN     BUPAIT/WARIL    BUPATT
CIREBON  SECARA  SERENTAK  TAHUN  2024  DI
KABupATEN cmEBON.

BESARAN HONORARIUM
DESK   PEMILIHAN  GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR   JAWA  BARAT  DAN

BUPATI / WARIL BUPATT CIREBON SECARA SERENTAI TAHUN 2024
DI  KABUPATEN   CIREBON

No Kedudukan Dalam Keanggotaan Besaran Honorarium

1. Pengarah Rp.1.500.000,-/ Kegiatan
2. Ketua Rp.1.000.000,-/ Kegiatan
3. Wakil Ketua Rp.     850.000,-/ Kegiatan
4. Sekretaris Rp.     750.000,-/ Kegiatan
5. Anggota dari Unsur Vertikal Rp.     750.000,-/ Kegiatan
6. Sekretariat Rp.     750.000,-/ Kegiatan
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